








































 

 

MOTTO 

 

 

 

Knowledge leads to truth, law upholds justice, and a sincere heart preserves the 

balance between both. 

(Ilmu menuntun pada kebenaran, hukum menegakkan keadilan, dan hati yang 

tulus menjaga keseimbangan di antara keduanya.). 
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KEABSAHAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL 

BELI AKIBAT WANPRESTASI DEBITUR 

Penelitian ini membahas keabsahan pengakhiran Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli (PPJB) dalam transaksi jual beli rumah dengan pembiayaan Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) melalui skema menjamin subrogasi. Dalam skema ini, developer 

memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung risiko gagal bayar debitur, 

sehingga apabila debitur wanprestasi, developer wajib melunasi utang debitur 

kepada bank dan selanjutnya memperoleh hak subrogasi untuk menagih kembali 

kepada debitur. Mekanisme ini dituangkan dalam akta subrogasi yang dibuat secara 

notariil sebagai bentuk pengalihan hak tagih dari bank kepada developer. Kajian 

hukum ini meneliti keabsahan pengakhiran PPJB oleh developer dalam kondisi 

wanprestasi debitur yang dinyatakan sah sepanjang memenuhi syarat sahnya 

perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Di samping itu, penelitian ini juga menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian 

perbankan, keseimbangan perlindungan hukum bagi developer, debitur, dan bank, 

serta urgensi pengaturan klausul subrogasi secara tegas untuk menciptakan 

kepastian hukum dan keadilan dalam praktik jual beli rumah berbasis pembiayaan 

perbankan. 



 

ABSTRAK 

 

 

 

Penelitian ini mengkaji keabsahan pengakhiran Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli (PPJB) pada transaksi jual beli rumah yang menggunakan skema pembiayaan 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan penerapan mekanisme menjamin 

subrogasi. Dalam praktiknya, developer memberikan jaminan kepada bank untuk 

melunasi kewajiban debitur apabila terjadi wanprestasi, kemudian developer 

memperoleh hak subrogasi untuk menagih kembali kepada debitur. Penelitian ini 

menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, 

konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakhiran PPJB 

oleh developer terhadap debitur yang wanprestasi sah secara hukum selama 

memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata. Akta subrogasi yang dibuat secara notariil memiliki kekuatan hukum 

sebagai dasar peralihan hak tagih dari bank kepada developer. Penelitian ini juga 

menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak, 

penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan perbankan, serta kebutuhan 

pengaturan klausul subrogasi secara tegas guna memberikan kepastian hukum 

dalam transaksi jual beli rumah berbasis KPR. 

 

 

 

 

Kata Kunci: Keabsahan PPJB, Subrogasi, Wanprestasi, Kredit Pemilikan 

Rumah, Perlindungan Hukum. 



 

ABSTRACT 

 

 

 

 

This study examines the validity of terminating the Sale and Purchase 

Agreement (PPJB) in property transactions financed through the Mortgage Loan 

(KPR) scheme with the application of a guaranteeing subrogation mechanism. In 

practice, the developer provides a guarantee to the bank to settle the debtor's 

obligations in the event of default, subsequently obtaining subrogation rights to 

claim reimbursement from the debtor. The research employs a normative juridical 

method with statutory, conceptual, and case approaches. The results show that the 

termination of PPJB by the developer due to debtor default is legally valid as long 

as it fulfills the essential requirements of a contract as regulated in Article 1320 of 

the Indonesian Civil Code. The subrogation deed, drawn up in notarial form, holds 

legal force as the basis for transferring the receivables from the bank to the 

developer. This research further emphasizes the importance of balanced legal 

protection for all parties, the prudent banking principle in credit distribution, and 

the necessity for clear regulation of subrogation clauses to ensure legal certainty 

in mortgage-based property transactions. 
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